
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia memulai kehidupan babak baru dalam 

masyarakatnya sejak terjadi reformasi pada tahun 1998 yang membuat 

suatu perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk dari 

reformasi yaitu perubahan bentuk pemerintahan pusat menjadi 

desentralisasi atau daerah sesuai dengan Undang Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan 

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 (Laksono, 2014). Seperti yang 

tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah merupakan hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Sudarwadi, 2015).  

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan 

pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah dan 

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta pembangunan 

daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka 

pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal 

(Wandira, 2013) 
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Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan 

daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator 

kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan 

daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan 

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 

utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak 

hanya itu, adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan (Syukri & Didiharyono, 2018).  

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal dalam 

bentuk APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib 

suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat 

serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola 

keuangannya. Asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja 

modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan 

publik oleh pemerintah daerah. Kebijakan Daerah didukung juga oleh 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan UU No 

33 Tahun 2004 pengalihan dana dari pemerinath pusat ke pemerintah 
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daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber 

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Rahmawati dan Tjahjono, 2018). 

Sebagaiman dapat kita ketahu bahwa peran pemerintah dalam 

salah satu pealu ekonomi yang memegang peranan penting dalam 

sebuah perekonomian modern pemerintah memiliki kekuatan serta 

kemampuan untuk mengawasi perekonomian disamping itu juga 

mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat 

dilaksanakan oleh rumah tangga atau perusahaan (Suprianto, 2016).  

Anggaran Belanja Modal di Kota Surakarta dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari tabel 1.1 

anggaran belanja modal Kota Surakarta dari periode tahun 2013-2017.  

  Tabel 1. 1 

Anggaran Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2013-2017  

Tahun Belanja Modal  

2013 264.918.134.000 
2014 286.491.756.994 
2015 170.986.675.300 
2016 335.599.990.000 
2017 445.358.879.000 

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1, diatas dapat dilihat pada Anggaran 

Belanja Modal pada tahun 2013 sebesar 264.918.134.000. Pada tahun 

2014 Angaran Belanja Modal mengalami pertumbuhan menjadi 

286.491.756.994, meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan 
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tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 

170.986.675.300 pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup 

banyak dari tahun sebelumnya menjadi 335.599.990.000. Kemudian 

pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 

445.358.879.000 namun secara keseluruhan perubahan yang terjadi 

pada Anggaran Belanja Modal di Kota Surakarta tersebut terus 

mengalami peningkatan. 

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk membagi 

tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah yang 

bersangkutan, agar jalannya pemerintah serta pelayanan masyarakat 

lebih fokus karena pemerintah didaerah tertentu lebih mengetahui 

permasalahan serta kebutuhan daerah yang bersangkutan. Selain itu 

kemampuan sebuah daerah untuk mengolah dan memanfaatkan 

anggaran rumah tangganya sendiri sehingga mencapai tahap maksimal 

dengan tujuan mensejahterakan masyarakat daerah (Hassan, 2016).   

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran 

Belanja Modal di Karesidenan Surakarta Tahun 2013-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Karesidenan 

Surakarta tahun 2013-2017?  
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2. Apakah Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Belanja Modal di Karesidenan Surakarta tahun 2013-2017? 

3. Apakah Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Anggaran Belanja Modal di Karesidenan Surakarta tahun 

2013-2017? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalis pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Anggaran Belanja Modal di Karesidenan Surakarta tahun 

2013-2017.  

2. Mengetahui dan Menganalisa pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Anggaran Belanja Modal di Karesidenan tahun 2013-2017? 

3. Mengetahui dan Menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum 

terhadap Anggaran Belanja Modal di Karesidenan Surakarta tahun 

2013-2017? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten atau di Karesidenan Surakarta, 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

khususnya mengenai pengalokasian Pendapatan Asli Daerah, Pajak 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.  

2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi dan referensi data tambahan serta dapat dijadikan 

rujukan untuk penelitian dimasa mendatang khususnya dalam 

bidang Belanja Daerah, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum. 
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3. Bagi Masyarakat, mampu memahami ilmu pengetahuan atau teori 

yang berkaitan tentang anggaran sektor publik Pemerintah 

Kabupaten/Kota terutama anggran belanja modal guna untuk 

memperoleh pelayanan publik yang lebih baik kedepannya.  

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan data 

kuantitatif, yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran APBD seluruh 

kota/kabupaten di Karesidenan Surakarta yang terdiri dari jumlah 

realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Adapun obyeknya 

adalah 7 kabupaten/kota di seluruh wilayah Karesidenan Surakarta 

yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Klaten. 

2. Model dan Alat Analisis 

Dalam penelitian ini akan mengamati tentang pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Dana Alokasi 

Umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal dengan 

menggunakan alat analisis data panel. Adapun model ekonometrika 
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yang digunakan merupakan replikasi dari model Andreas Marzel 

Palealu (2013) yang formulasi modelnya sebagai berikut:  

BM  = f{PAD, PD, DAU} 

BMit = β0 it + β1PADit + β2 PDit + β3DAUit + eit 

Keterangan: 

BMit   = Belanja Modal (Rp. Miliar) 

PADit  = Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar) 

PDit  = Pajak Daerah (Rp. Miliar) 

DAUit  = Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar) 

β0  = Intercept 

β1 – β3   = Koefisien Regresi 

it  = Data Panel 

eit  = error term 

Langkah-langkah untuk menguji persamaan regresi data 

panel adala sebagai berikut:  

a) Uji Regresi Data Panel 

Dalam uji regresi data panel terdapat tiga pendekatan 

yaitu Common Effect Model/Pooled Least Square (PLS), Fixed 

Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 

b) Pengujian Model 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji untuk 

menentukan model yang paling tepat digunakan melalui: 

1) Uji Chow (Redundant Fixed Effect/Likelihood Test Ratio) 
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Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik 

antara PLS dengan FEM yang dapat diketahui melalui uji 

statistik F. 

2) Uji Hausman (Correlated Random Effect/Hausman Test) 

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui model yang 

terbaik antara FEM dengan REM yang dapat diketahui 

melalui uji statistik x2. 

c) Pengujian Hipotesis 

Setelah pengujian model yang terbaik telah terpilih 

antara CEM, FEM, dan REM sebagai model yang terbaik, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian 

hipotesis dengan cara: 

1) Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian Asumsi Klasik ini terdiri dari:  

(a) Uji Multikolinearitas 

(b) Uji Heterokedastisitas 

(c) Uji Autokorelasi 

(d) Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey-Reset) 

(e) Uji Normalitas 

2) Uji Statistik 

Uji ini digunakan untuk mengetahui goodness of fit yang 

terdiri dari:  

(a) Uji F (Uji Signifikan Simultan) 
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(b) Uji t (Uji Signifikan Partial) 

(c) Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan secara singkat mengenai 

hal yang akan dibahas dalam penelitian, yang didalamnya terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: 1. Latar Belakang, 2. Rumusan Masalah, 3. 

Tujuan Penelitian, 4. Manfaat Penelitian, 5. Metode Penelitian, 6. 

Sistematika Penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 

dijadikan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.  

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi yakni: objek penelitian, alat dan model 

analisis, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi: hasil 

estimasi, intepretasi pengaruh variabel independen, dan intepretasi 

ekonomi. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 
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Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan serta yang direkomendasikan untuk pihak pihak 

tertentu, sehingga dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan. 

  


